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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi dan 

generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan ciri khusus yang 

menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.

Berbicara masalah anak, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin

kesejahteraan tiap-tiap warga negara dimana hal ini diatur dalam ketentuan pasal 27 ayat

(2) menyatakan bahwa : “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan”1 termasuk di dalamnya perlindungan sosial terhadap hak 

anak yang merupakan hak asasi manusia agar setiap anak mendapat kesempatan yang 

seluas - luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,baik fisik,mental maupun 

sosial dan berakhlak manusia, tetapi kenyatan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa ada 

sebagian anak yang karena berbagai faktor memerlukan perlindungan khusus untuk dapat 

diwujudkan pemenuhan hak - haknya, seperti anak-anak terlantar yang hidup dijalanan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen keempat, 
Surabaya, Karya Gemilang Utama,hal 23.

1
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Fenomena anak jalanan di Indonesia sejak lama telah menjadi salah satu masalah 

luas skala dan kompleksitas permasalahannya. Keberadaan merekasosial yang sangat

secara luas tersebar pada daerah perkotaan di Indonesia. Permasalahan tersebut tumbuh dan

semakin luas dan kompleksitas dimulai ketika Indonesia dilanda krisisberkembang

moneter pada tahun 1997-an dan berkembang menjadi krisis yang berkepanjangan.

Realitas yang teijadi di kota-kota besar di Indonesia diantaranya: Jakarta, 

Yogyakarta, Padang, Medan, dan bahkan di Kota Palembang tidak pernah luput dari 

kesemrawutan anak jalanan yang belum mendapat perhatian penuh, sehingga mereka harus 

hidup terlantar di jalanan. Di Kota Palembang maupun di kota-kota besar di Indonesia 

permasalahan anak jalanan tidak pernah usai dan bahkan jumlahnya cukup banyak dan 

tahun ke tahun. Berikut ini adalah gambaran tentang jumlah anak jalanan Kota Palembang 

yang dirazia dari tahun 2003-2006.

PalembangTabel 1. Data anak jalanan menurut Dinas Kesejahteraan Sosial Kota 
berdasarkan razia 2003-2006

Tahun Tahun Tahun TahunNama DataNo
20062003 2004 2005

1. Jumlah anak jalanan 
berdasarkan razia

3.040 643 739 269

Sumber: Dinas Sosial Kota Palembang, tanggal 2 Februari 2007
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Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kota Palembang, masih sangat banyak 

anak jalanan yang membutuhkan perhatian penuh baik dan masyarakat maupun Pemerintah 

Kota Palembang untuk memperbaiki taraf hidup anak jalanan agar dapat tumbuh dan 

berkembang sebagaimana mestinya. i
Banyaknya anak jalanan yang perlu disantuni dan diberikan pembinaan dan tahun 

ketahunnya, secara otomatis anggaran dana yang dikeluarkan Pemerintah Daerah 

Palembang untuk menyantuni merekapun mengalami peningkatan. Dana tersebut 

dialokasikan ke beberapa Yayasan Pembinaan Anak Jalanan yang tersebar di Kota

Palembang. Berikut ini adalah gambaran anggaran dana Pemerintah Kota Palembang yang

di keluarkan untuk menyantuni anak jalanan dari tahun 2003-2006.

Tabel 2. Anggaran dana yang dialokasikan Pemerintah Kota untuk menyantuni anak 
jalanan periode tahun 2003-2006

Anggaran dana yang 

dikeluarkan
No Nama data Tahun

1. Santunan 
terhadap anak 

jalanan

2003 Rp. 200 juta

2004 Rp. 755 juta

2005 Rp. 2,1 Milyar

2006 Rp. 4 Milyar

Jumlah total RP. 7, 05 Milyar
Sumber: www.Anial. Palembang go.id. 27 Nnvemhe.r 9007 2

2 Sumber http;// www.anial.palembane.go.id. Selasa 27 November 2007

http://www.anial.palembane.go.id
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggaran dana yang dikeluarkan 

pemerintah daerah Kota Palembang dari tahun 2003-2006 menunjukkan adanya dana yang 

semakin meningkat, dapat berarti bahwa perhatian Pemerintah yang semakin baik terhadap 

upaya pembinaan dan penyantunan anak jalanan dalam rangka menyelamatkan harkat dan 

martabat mereka guna mempersiapkan masa depan anak sebagai penerus cita-cita bangsa.

Keberadaan anak di jalanan merupakan kondisi yang kurang baik bagi 

perkembangan anak sendiri. Banyaknya anak jalanan mengindikasikan merosotnya kualitas 

kesejahteraan anak. Motivasi mereka menjalankan kegiatannya adalah hasrat yang besar 

untuk memperoleh penghasilan sendiri dengan menyandang berbagai macam predikat; 

penjual koran/majalah, rokok, permen dan tisu, penyemir sepatu, pengamen, pengemis dan 

lain-lain. Kegiatan ini mereka lakukan dari pagi sampai petang dan bahkan ada di antara 

mereka yang menetap di jalanan. Tempat-tempat yang mereka alokasikan yaitu pusat-pusat 

perbelanjaan, di bawah lampu-lampu merah di jalan raya, di jembatan-jembatan 

penyeberangan, di bus-bus kota dan lain-lain.

Banyak sekali suara yang menilai kehadiran anak jalanan mengganggu ketertiban, 

ketentraman dan keamanan orang lain, membahayakan diri mereka sendiri, akan timbulnya 

tindakan kriminal serta kesan kurang baik terhadap citra bangsa. Realitanya demikian 

adanya banyak prilaku negatif yang sering dilakukan anak jalanan sehingga kehadiran 

mereka meresahkan masyarakat disekitamya3.

3 Sumber http;// www.anial.palembane.go.id. Selasa 27 November 2007

http://www.anial.palembane.go.id
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Ironis memang, ketika bangsa membutuhkan generasi-generasi baru yang dapat 

mengembalikan wajah bangsa dimata dunia Internasional, namun masih menyimpan anak- 

anak yang tidak mengecap pendidikan dan masih bertahan hidup di jalanan. Banyak yang 

menjadi latar belakang lahirnya anak jalanan, di antaranya: lemahnya kondisi 

perekonomian keluarga, keserasian keluarga, mahalnya biaya hidup di kota besar dan 

kondisi lingkungan komunitas anak.

Dalam rangka menertibkan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen, dan 

sebagainya demi untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat di jalan raya 

serta mengembalikan citra Palembang, Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini telah 

mengambil kebijakan yang dituangkan dalam PERDA No. 44 Tahun 2002 tentang 

Ketentraman dan Ketertiban bagi yang melanggar ketentuan PERDA tersebut maka akan 

dikenakan sanksi pidana4.

Berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang berumur 8 (delapan) 

sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang 

tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan pada negara. Sedangkan 

terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas), 18 (delapan belas) tahun 

dijatuhkan pidana.5

lihatPERDA kota Palembang nomor 44 tahun 2002tentang ketenteraman dan ketertiban 
3 Lihat Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
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Apabila ditinjau dari tujuan pemberian sanksi terhadap anak jalanan untuk 

menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Palembang di jalan raya dan 

mempertahankan citra Kota Palembang maka dengan demikian penanggulangan terhadap 

anak jalanan pelaku pelanggaran ketentraman dan ketertiban jalan raya khususnya harus

segera diproses, ditangkap, ditahan, diadili, dan selanjutnya harus dilakukan pembinaan 

sehingga mereka mendapat perlindungan dan tidak kembali lagi ke jalanan.6

Pentingnya penelitian ini untuk untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan

bagi anak jalanan yang meminta bantuan di jalan raya yang tertuang dalam kebijakan

Pemerintah Kota Palembang yang akan dikaji lebih dalam sebuah skripsi yang berjudul: 

“PENERAPAN SANKSI PIDANA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NO 44 TAHUN 2002 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

BAGI ANAK JALANAN YANG MEMINTA BANTUAN DI JALAN RAYA”

Ko„stiLFsr^i:frn;i“8roth\g,a55Len£kap tentang peradi,an umum' d“ m“
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B Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Apakah sistem perumusan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah No 44 tahun 2002 

tentang Ketentraman dan Ketertiban dapat diterapkan terhadap anak jalanan yang 

meminta bantuan di jalan raya?

2. Bagaimana fungsi sanksi pidana bagi anak jalanan yang meminta bantuan di jalan 

raya dalam penerapannya menurut PERDA No 44 tahun 2002 tentang Ketentraman

dan Ketertiban dan penerapannya?

C Ruang Lingkup

Melihat banyaknya dan kompleksnya permasalahan-permasalahan tentang Anak 

Jalanan ini yang biasa ditinjau dari beberapa aspek bidang kajian keilmuan^maka penulis 

melakukan batasan-batasan masalah dalam penulisan, agar tulisan ini lebih objektif,terarah 

dan mendalam maka disini khusus akan meninjau dan aspek hukum pidana positif yang 

berlaku di Negara kita Indonesia.

Jadi secara eksplisit ruang lingkup dalam skripsi ini adalah menganalisis :

1. Sistem perumusan sanksi pidana dalam PERDA Kota Palembang No 44 tahun 2002 

tentang Ketentraman dan Ketertiban

2. Fungsi sanksi pidana bagi anak jalanan yang meminta bantuan di jalan 

PERDA Kota Palembang No 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dp J&tertife^ i ■ £

y$- . .

v*' <

<4

v
v
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D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini ialah :

1. Mengetahui Sistem perumusan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah No 44 tahun

2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban

2. Mengetahui fungsi sanksi pidana bagi anak jalanan yang meminta bantuan di jalan

raya menurut PERDA Kota Palembang No 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan

Ketertiban

E. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Yaitu, dapat menjadi kajian dibidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya 

untuk mengetahui perumusan norma sanksi pada pidana PERDA.

2. Manfaat praktis

Yaitu,dapat membeikan pengetahuan dan pengertian kepada masyarakat khususnya 

dalam objek ini adalah Anak Jalanan tentang perumusan sanksi pidana dan 

penerapan PERDA Kota Palembang No 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan 

Ketertiban
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F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Dalam mengkaji permasalahan dihidang ilmu hukum disesuaikan dengan yang dibahas, 

tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penulis mencoba 

elaah perumusan sanksi pidana dan penerapannya, serta sanksi hukum pidana pada 

PERDA Kota Palembang No 44 tahun 2002 tentng Keamanan dan Ketertiban, dengan 

meneliti asas-asas hukum,konsep-konsep serta peraturan-peraturan hukum yang ada.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam peneltian ini ialah data kualitatif, yang bersumber pada 

data sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum primer

Adalah bahan-bahan yang mengikat meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen 

keempat.

b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

c. Undang-undang Nomor 10 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan.

d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

e. Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

f. Undang- Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesehjateraan Anak.

men
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2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer yang meliputi :

a. Yurisprudensi, doktrin-doktrin asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan

pelanggaran, sanksi dalam hal ini keterkaitan dengan anak jalanan

b. Buku-buku literatur yang berhubungan dengan tindak pidana dan pelanggaran

yang dilakukan anak jalanan.

c. Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan

objek kajian penelitian.

3. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a. Koran harian,majalah jurnal ilmiah

b. Media internet

c. Kamus hukum serta referensi-referensi lain yang relevan
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3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. Observasi dan wawancara guna memperoleh data primer, yaitu pengamatan secara 

langsung ke lokasi penelitian: Dinas Pol. Pamong Peraja dan Dinas Sosial Kota

Palembang dan melakukan wawancara dengan Kabag. Hukum Pol. PP dan Kabag.

Pembinaan Anak Jalanan Kota Palembang untuk menggali keterangan dalam rangka

pengumpulan data.

2. Studi Kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder, yaitu dengan cara

membaca, mengutip, mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diperlukan dikutip dari buku-buku itu sesuai dengan keperluan.

4. Analisis Data

Penulis menganalisis data-data yang diperoleh dan data sekunder dan primer dengan 

tekhmk pendekatan data kualitatif, serta akhirnya data yang diperoleh kesimpulan dan 

saran dari permasalahan yang dibahas.
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